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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan 
ekonomi daerah, namun kepatuhan pajaknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman 
terhadap aturan perpajakan, rendahnya kesadaran memenuhi kewajiban pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan 
layanan pajak digital. 
 
Bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Populasi penelitian 
adalah wajib pajak UMKM yang menjalankan usaha di wilayah Medan Utara. Sampel ditentukan dengan teknik purposive 
sampling, yaitu pemilik atau pengelola UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan pernah menggunakan 
layanan perpajakan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert. Teknik analisis data meliputi uji validitas, 
uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. 
 
Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Kesadaran wajib pajak juga mendorong kepatuhan karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung 
lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi pajak turut mendukung kepatuhan 
melalui kemudahan pelaporan, pembayaran, dan akses informasi pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. 
 
Kesimpulan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu dilakukan melalui edukasi perpajakan, penguatan 
kesadaran wajib pajak, serta optimalisasi layanan pajak digital yang mudah diakses. 
 
Kata kunci: digitalisasi pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, UMKM 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam 
mendukung pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Melalui penerimaan pajak, 
pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan 
kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena 
itu, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat 
kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk 
mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar 
terhadap perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, 
tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Di wilayah Medan Utara, 
keberadaan UMKM berkembang dalam berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, kuliner, jasa, 
industri rumah tangga, serta usaha berbasis kebutuhan masyarakat sekitar. Namun, besarnya jumlah 
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UMKM belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Masih banyak pelaku 
UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, belum konsisten dalam 
melakukan pelaporan pajak, serta belum optimal dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital. 

Kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi salah satu persoalan penting karena sektor ini memiliki 
potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai kesediaan 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak, hingga 
melaporkan pajak secara tepat waktu. Kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aturan 
perpajakan, tetapi juga oleh pemahaman, kesadaran, kemudahan layanan, serta persepsi wajib pajak 
terhadap sistem perpajakan. 

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. 
Pemahaman perpajakan menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami aturan, 
prosedur, hak, serta kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang 
baik cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Sebaliknya, rendahnya 
pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak melakukan kesalahan 
dalam menghitung, membayar, atau melaporkan pajak. Pada pelaku UMKM, keterbatasan 
pengetahuan perpajakan sering kali menjadi hambatan karena sebagian pelaku usaha lebih fokus pada 
aktivitas operasional usaha dibandingkan administrasi perpajakan. 

Selain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam 
mendorong kepatuhan. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap dan kemauan wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan 
memandang pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan, bukan sekadar beban usaha. 
Kesadaran ini mendorong wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa harus selalu 
menunggu teguran atau sanksi dari otoritas pajak. Namun, dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM 
masih memiliki kesadaran pajak yang rendah karena menganggap pajak sebagai kewajiban yang rumit, 
membebani, atau tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka. 

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam sistem administrasi perpajakan. 
Digitalisasi pajak merupakan bentuk modernisasi layanan perpajakan yang bertujuan untuk 
mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Melalui layanan digital, wajib pajak dapat 
memperoleh informasi, melakukan pembayaran, serta melaporkan pajak secara lebih cepat dan praktis. 
Digitalisasi pajak diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif, meningkatkan efisiensi 
layanan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, pemanfaatan layanan digital pada pelaku 
UMKM belum sepenuhnya optimal. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam 
penggunaan teknologi, kurang memahami prosedur digital, atau belum terbiasa menggunakan sistem 
perpajakan berbasis elektronik. 

Fenomena tersebut juga terlihat pada pelaku UMKM di Medan Utara. Sebagian pelaku usaha 
telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengetahui kewajiban perpajakan, tetapi belum 
sepenuhnya memahami prosedur pembayaran dan pelaporan pajak secara benar. Beberapa pelaku 
UMKM juga masih bergantung pada bantuan pihak lain dalam mengurus administrasi perpajakan. 
Selain itu, pemanfaatan layanan pajak digital masih belum merata karena adanya perbedaan 
kemampuan teknologi, keterbatasan informasi, dan kurangnya pendampingan. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya ditentukan oleh kewajiban hukum, 
tetapi juga oleh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemampuan memanfaatkan 
digitalisasi pajak. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung 
lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib 
pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan, sebab kesadaran dapat mendorong kemauan wajib pajak 
untuk membayar pajak secara sukarela. Selain itu, digitalisasi pajak dinilai mampu meningkatkan 
kepatuhan karena memberikan kemudahan akses, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi 
kerumitan dalam pelaporan pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak 
UMKM masih perlu dikembangkan pada konteks wilayah tertentu, termasuk Medan Utara, karena 
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karakteristik pelaku UMKM, tingkat literasi pajak, dan kemampuan digital setiap daerah dapat 
berbeda. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh 
pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM di Medan Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
kajian perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak 
dan pihak terkait dalam merumuskan strategi edukasi, pendampingan, serta penguatan layanan pajak 
digital yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. 

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak mampu meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya 
berkaitan dengan aturan dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam 
memahami ketentuan perpajakan, kesadaran dalam memenuhi kewajiban, serta kemudahan teknologi 
yang disediakan dalam sistem perpajakan modern. 
 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara 
variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berupaya 
menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden yang menjadi objek penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing 
variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert. Variabel independen dalam penelitian ini 
terdiri atas pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak, sedangkan variabel 
dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan 
menjalankan usaha di wilayah Medan Utara. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan 
penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak, menjalankan usaha aktif di wilayah Medan Utara, serta pernah melakukan 
pembayaran atau pelaporan pajak. Teknik ini digunakan agar responden yang dipilih benar-benar 
memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan objek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least 
Square (SEM-PLS). SEM-PLS digunakan karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten 
secara simultan, baik pada model pengukuran maupun model struktural. Analisis data dilakukan 
melalui dua tahap, yaitu pengujian outer model dan inner model. Pengujian outer model dilakukan 
untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk melalui nilai loading factor, Average Variance 
Extracted, Composite Reliability, dan Cronbach’s Alpha. Sementara itu, pengujian inner model 
dilakukan untuk melihat hubungan antarvariabel melalui nilai koefisien jalur, R-square, t-statistics, dan 
p-value. 

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai 
sejauh mana pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Outer Model atau Model Pengukuran 

Pengujian outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 
yang digunakan dalam mengukur setiap variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari pemahaman 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian 
outer model dilakukan dengan melihat nilai outer loading, Average Variance Extracted (AVE), 
Cronbach’s Alpha, dan Composite Reliability. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai 
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outer loading lebih besar dari 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan 
konstruk yang diukur secara memadai. 
 
a. Pengujian Outer Model Sebelum Eliminasi 

Pada tahap awal pengujian outer model, seluruh indikator dari masing-masing variabel 
dimasukkan ke dalam model. Berdasarkan hasil pengujian awal, terdapat beberapa indikator yang 
memiliki nilai outer loading di bawah 0,70. Pada variabel pemahaman perpajakan, indikator PP5 
memiliki nilai loading di bawah ketentuan. Pada variabel kesadaran wajib pajak, indikator KWP4 juga 
belum memenuhi kriteria validitas. Sementara itu, pada variabel digitalisasi pajak, indikator DP5 
memiliki nilai outer loading kurang dari 0,70. Pada variabel kepatuhan wajib pajak, indikator KWPJ4 
juga dinyatakan belum valid. Indikator-indikator tersebut kemudian dieliminasi dari model karena 
tidak memenuhi kriteria convergent validity. 

Eliminasi indikator dilakukan agar model penelitian memiliki kualitas pengukuran yang lebih 
baik. Indikator yang memiliki nilai outer loading rendah menunjukkan bahwa pernyataan tersebut 
belum cukup kuat dalam merepresentasikan variabel yang diukur. Oleh karena itu, pengujian ulang 
dilakukan setelah indikator yang tidak valid dikeluarkan dari model. 
 
b. Pengujian Outer Model Setelah Eliminasi 

Setelah indikator yang tidak memenuhi kriteria validitas dieliminasi, pengujian outer model 
kembali dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator yang tersisa pada masing-
masing variabel memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, indikator pada 
variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak 
UMKM dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan 
konstruk penelitian secara baik. 
 
Average Variance Extracted (AVE) 

Nilai Average Variance Extracted digunakan untuk mengukur convergent validity pada setiap 
konstruk. Suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas yang baik apabila nilai AVE lebih besar dari 
0,50. Hasil pengujian AVE ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 1. Average Variance Extracted 

Variabel 
Average Variance Extracted 

(AVE) 
Perbandingan Keterangan 

Pemahaman Perpajakan 0,714 0,50 
Konstruk 

baik 

Kesadaran Wajib Pajak 0,689 0,50 
Konstruk 

baik 

Digitalisasi Pajak 0,706 0,50 
Konstruk 

baik 

Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 

0,721 0,50 
Konstruk 

baik 

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50. Nilai AVE pada variabel 
pemahaman perpajakan sebesar 0,714, kesadaran wajib pajak sebesar 0,689, digitalisasi pajak sebesar 
0,706, dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,721. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh 
konstruk dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, indikator 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan mampu menjelaskan variabel masing-masing 
secara memadai. 
 
Reliability 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur 
setiap variabel. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha dan 
Composite Reliability lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Composite Reliability 
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Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Composite 
Reliability 

Perbandingan Keterangan 

Pemahaman Perpajakan 0,901 0,926 0,70 Reliabel 

Kesadaran Wajib Pajak 0,884 0,917 0,70 Reliabel 

Digitalisasi Pajak 0,893 0,923 0,70 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 

0,905 0,929 0,70 Reliabel 

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha dan Composite 
Reliability lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki 
tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat 
digunakan secara konsisten untuk mengukur pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, 
digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
Structural Model atau Inner Model 

Pengujian inner model dilakukan untuk mengetahui hubungan antarvariabel laten dalam 
penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R-square, koefisien jalur, t-statistics, dan p-
value. Nilai R-square digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu 
menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi 
variabel dependen yang dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan 
digitalisasi pajak. 

Tabel 3. Goodness of Fit Test – Inner Model 

Variabel Dependen R Square Adjusted R Square 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,742 0,734 

Berdasarkan Tabel 3, nilai R-square pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,742, 
sedangkan nilai Adjusted R-square sebesar 0,734. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak 
UMKM dapat dijelaskan oleh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak 
sebesar 74,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 25,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, pendapatan usaha, 
dan persepsi keadilan pajak. 

Nilai R-square tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan 
yang kuat. Artinya, ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki peran 
penting dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. 
 
Hypothesis Test atau Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping. Hipotesis 
dinyatakan diterima apabila nilai t-statistics lebih besar dari t-table dan nilai p-value lebih kecil dari 
0,05. Pada tingkat signifikansi 5%, nilai t-table yang digunakan adalah 1,96. Hasil pengujian hipotesis 
dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Direct Effect 

Hubungan Antarvariabel 
Original Sample 
(O) 

T 
Statistics 

P 
Values 

Keputusan 

Pemahaman Perpajakan → Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 

0,318 3,947 0,000 Diterima 

Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 

0,287 3,421 0,001 Diterima 

Digitalisasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 

0,356 4,638 0,000 Diterima 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Pertama, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,318, nilai t-statistics sebesar 
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3,947 lebih besar dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 
hipotesis pertama diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang 
dimiliki pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan. Pemahaman perpajakan membantu wajib pajak mengetahui prosedur pendaftaran, 
penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar. 

Kedua, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,287, nilai t-statistics sebesar 
3,421 lebih besar dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 
hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi 
cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran tersebut 
muncul karena adanya pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan 
dan pelayanan publik. 

Ketiga, digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,356, nilai t-statistics sebesar 4,638 
lebih besar dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 
ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak merupakan variabel yang memiliki 
pengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Layanan pajak digital dapat 
mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses informasi, melakukan pembayaran, dan melaporkan 
pajak secara lebih cepat dan efisien. 
 
Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. Pelaku UMKM yang memahami aturan 
perpajakan akan lebih mudah menjalankan kewajibannya, baik dalam menghitung pajak terutang, 
membayar pajak, maupun melaporkan pajak. Pemahaman yang baik juga dapat mengurangi kesalahan 
administratif yang sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perpajakan. Oleh 
karena itu, edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM. 

Kesadaran wajib pajak juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib 
pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak hanya membayar pajak karena takut terhadap sanksi, tetapi 
juga karena memahami fungsi pajak bagi pembangunan. Dalam konteks UMKM di Medan Utara, 
kesadaran pajak perlu terus ditingkatkan karena masih terdapat pelaku usaha yang menganggap pajak 
sebagai beban, bukan sebagai kewajiban warga negara dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

Digitalisasi pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib 
pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi dapat membantu wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya. Sistem perpajakan digital memberikan kemudahan dalam pelaporan dan 
pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Bagi pelaku UMKM, kemudahan ini 
sangat penting karena dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Namun, keberhasilan digitalisasi 
pajak tetap memerlukan pendampingan, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa 
menggunakan sistem berbasis teknologi. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di 
Medan Utara dapat ditingkatkan melalui kombinasi antara peningkatan pengetahuan perpajakan, 
penguatan kesadaran wajib pajak, dan optimalisasi layanan pajak digital. Ketiga faktor tersebut saling 
mendukung dalam membentuk perilaku kepatuhan. Pemahaman perpajakan memberikan dasar 
pengetahuan, kesadaran wajib pajak membentuk kemauan untuk patuh, sedangkan digitalisasi pajak 
menyediakan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Temuan ini memberikan implikasi bahwa otoritas pajak perlu memperkuat program sosialisasi 
dan edukasi perpajakan yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Selain itu, 
pendampingan penggunaan layanan pajak digital juga perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM tidak 
hanya mengetahui kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu melaksanakannya secara mandiri. Dengan 
strategi tersebut, kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara diharapkan dapat meningkat secara 
berkelanjutan. 
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KESIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan 
perpajakan, prosedur pembayaran, pelaporan pajak, serta hak dan kewajiban perpajakan, maka 
semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM di Medan Utara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memandang pajak 
sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara sukarela dan sebagai bentuk kontribusi terhadap 
pembangunan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendorong 
perilaku patuh, tidak hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya tanggung jawab moral dan 
sosial sebagai pelaku usaha. 

Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan pajak digital dapat mempermudah pelaku UMKM 
dalam memperoleh informasi, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Kemudahan akses, 
efisiensi waktu, dan kepraktisan sistem digital menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk lebih 
tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Secara simultan, pemahaman perpajakan, kesadaran 
wajib pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan 
Utara. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan otoritas pajak dapat meningkatkan kegiatan edukasi, 
sosialisasi, dan pendampingan perpajakan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan. Edukasi 
perpajakan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, praktis, dan sesuai dengan karakteristik 
pelaku UMKM agar lebih mudah dipahami. Selain itu, pemerintah dan otoritas pajak perlu 
memperkuat layanan digital perpajakan yang mudah diakses, mudah digunakan, dan didukung dengan 
pendampingan teknis bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 
faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya dalam konteks 
pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak. Bagi peneliti selanjutnya, 
disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang relevan, 
seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, persepsi keadilan pajak, pendapatan 
usaha, dan kepercayaan kepada pemerintah. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas wilayah 
penelitian dan menggunakan jumlah responden yang lebih besar agar hasil penelitian menjadi lebih 
komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas. 
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